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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN  

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) 

dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, telah dikeluarkan Keputusan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 

Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang 

Atasan yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin di 

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 

tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

No. Pol.: Kep/44/IX/ 2004 tanggal 30 September 2004 

tentang Tata Cara Sidang Disiplin bagi Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

b. bahwa ketentuan mengenai Atasan yang Berhak 

Menjatuhkan Hukuman Disiplin, Penyelesaian 

Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia, dan Tata Cara Sidang Disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan organisasi dan tuntutan tugas Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang 

Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4256); 

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN 

DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1.  Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 

disingkat Polri adalah kepolisian nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran 

www.peraturan.go.id



2016, No.806 
-3- 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  

2.  Anggota Polri adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

3.  Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-

sungguh terhadap Peraturan Disiplin Anggota Polri. 

4.  Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah serangkaian 

norma untuk membina, menegakkan disiplin dan 

memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. 

5.  Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, 

atau perbuatan Anggota Polri yang melanggar peraturan 

disiplin. 

6.  Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh 

seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan 

undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang 

telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 

pelanggaran disiplin. 

7.  Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan 

oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat Polri 

yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 

anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran 

disiplin. 

8.  Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh 

petugas Polri pada fungsi Propam tentang adanya suatu 

peristiwa yang terdapat pelanggaran disiplin, baik yang 

ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang 

disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

9.  Provos Polri adalah Satuan Fungsi pada Polri yang 

bertugas membantu Pimpinan untuk membina dan 

menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib 

kehidupan Anggota Polri. 

10. Tindakan Preventif adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Provos Polri untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan/ketidaksesuaian atau situasi lain yang 
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berpotensi memicu terjadinya pelanggaran disiplin. 

11. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Provos Polri berupa mengamati, mencatat, 

mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi seluruh 

kegiatan Anggota Polri baik di lingkungan internal 

maupun eksternal untuk mengantisipasi sedini mungkin 

terjadinya pelanggaran disiplin. 

12. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan anggota 

Provos Polri untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan 

pelanggaran disiplin. 

13. Pemeriksaan Provos Polri adalah serangkaian tindakan 

Pemeriksa Provos Polri dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam peraturan ini untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang pelanggaran disiplin yang terjadi dan guna 

menemukan Terduga pelanggarnya. 

14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan dan sidang 

disiplin tentang suatu perkara pelanggaran disiplin yang 

didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri. 

15. Terduga Pelanggar adalah anggota Polri yang karena 

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup patut diduga melakukan 

pelanggaran disiplin. 

16. Terhukum adalah Terduga pelanggar yang telah 

mendapatkan putusan hukuman disiplin yang bersifat 

tetap. 

17. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya anggota Polri 

pada waktu sedang melakukan pelanggaran disiplin atau 

dengan segera sesudah beberapa saat pelanggaran itu 

dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh 

khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau 

apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang 

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan 

pelanggaran disiplin yang menunjukkan bahwa ia adalah 
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pelakunya atau turut melakukan atau membantu 

melakukan. 

18. Barang Bukti adalah setiap benda dan/atau alat yang 

dapat diamankan, baik seluruh atau sebagian diduga 

diperoleh atau diperuntukkan atau dipergunakan oleh 

anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin, diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan 

perkara pelanggaran disiplin sebagai barang bukti. 

19. Bukti Permulaan yang Cukup adalah bukti berupa 

Laporan Polisi dan satu alat bukti lainnya yang 

digunakan untuk menduga seorang Anggota Polri telah 

melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana. 

20. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 

pelanggaran disiplin guna kepentingan pemeriksaan. 

21. Atasan Langsung adalah anggota Polri yang karena 

jabatannya secara struktural mempunyai wewenang 

langsung membina bawahan yang dipimpinnya. 

22. Atasan Tidak Langsung adalah setiap anggota Polri yang 

karena pangkat atau jabatannya lebih tinggi dan tidak 

mempunyai wewenang langsung terhadap bawahannya. 

23. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya 

disingkat Ankum adalah Atasan yang karena jabatannya 

diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada 

bawahan yang dipimpinnya. 

24. Ankum yang Berwenang Penuh adalah Ankum yang 

mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis 

hukuman disiplin. 

25. Ankum Berwenang Terbatas adalah Ankum yang 

mempunyai wewenang menjatuhkan sebagian jenis 

hukuman disiplin. 

26. Ankum Berwenang Sangat Terbatas adalah Ankum yang 

mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin 

berupa teguran tertulis dan penempatan dalam tempat 

khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 
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